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KEWENANGAN 
PEMERINTAH DAERAH 
DALAM
PENYELENGGARAAN 
INVESTASI DAERAH

Oleh : Rudy Catur Rohman Kusmayadi 
(IAI Al-Qolam Gondanglegi Malang)

This writing aims at describing the matters concerning the change 
of the orientation and implementation of local development that is 
based on the principle of the widest, real and responsible otonomy 
delegation and also on the law number 32-2004 about local develop-
ment an the law number 33-2004 about the financial balance between 
territorial and central government. The aspect of financial balance is 
made to create fair and wide spread development as well as to get the 
sufficient financial source in the frame work of eliminating the bad im-
pact of territorial wisdom in increasing PAD (territorial income) through 
extencification of taxation. Therefore, territorial government paradigm 
producing entrepreneurship financial source must initially be developed. 
This is in line with the soul of territorial otonomy stating that the terri-
torial government can carry out financial capital participation in both 
government and private territorial enterprise.

The replacement of government orientation in the meet of territorial 
needs based on the territorial potency itself is expected to be aisle to shuffle 
all kind of challenges in carrying out the govermential duty through the 
intervention of more accurate territorial policy or wisdom. It is expected 
that the participation, initiative and creativity of society in business sector 
and social institution can be increased to endeavoar people or society.
Keywords : Authorities, Autonomous Regions, Regional Investment
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A. PENDAHULUAN

Krisis ekonomi yang terjadi pada 
dekade tahun 1997 yang pada awal-
nya merupakan krisis moneter yang 
dialami oleh sebagian besar negara di 
kawasan Asia, dalam perjalanannya 
menjalar di Indonesia menjadi krisis 
yang lebih luas (multidimensi), antara 
lain krisis ekonomi, krisis kepercayaan 
terhadap Pemerintah yang puncak-
nya melahirkan tuntutan turunnya 
pemerintahan pimpinan Presiden 
Soeharto. Krisis multidimensi ini telah 
melahirkan dampak hampir di seluruh 
kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Salah satu ekses yang muncul dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara 
adalah adanya tuntutan percepatan 
proses demokratisasi dalam penge-
lolaan pemerintahan yang dalam 
perkembanganya menjadi sebuah 
perubahan tatanan politik nasional 
yang ditandai dengan jatuhnya rezim 
orde baru yang sangat sentralistik yang 
dilakukan secara dramatis. Perubahan 
tatanan politik yang bersifat reformatif 
telah memberikan peluang yang terbu-
ka bagi berbagai kelompok masyarakat 
untuk menampilkan interpretasinya 
tentang arti perubahan itu sendiri 
dengan sangat beragam, dan kadang-
-kadang dikalkulasikan dengan kepen-
tingan-kepentingan jangka pendek yang 
mengakibatkan berkembangnya opini 
masyarakat tentang berbagai hal yang 
kadang-kadang dinilai kebablasan.

Kegagalan pembangunan ekono-
mi melalui pendekatan sentralistik te-
lah menumbuhkan inspirasi baru dalam 
merancang bangun kembali pelaksanaan 
pembangunan. Melalui pendekatan 
desentralisasi diharapkan intervensi 
Pemerintah Pusat akan dapat dikurangi 
secara signifikan dan selanjutnya akan 

terbuka kesempatan yang cukup luas 
bagi Pemerintah Daerah untuk mengem-
bangkan pembangunan ekonominya 
sesuai dengan potensi daerahnya 
masing-masing. Pergeseran orientasi 
pemerintahan dari model sentralistik 
yang bercirikan command and control 
oleh pemerintah pusat yang sangat 
menonjol menjadi sistem pemerin-
tahan desentralistik yang berorientasi 
pada pemenuhan kebutuhan daerah 
yang didasarkan atas potensi daerah 
itu sendiri. Perubahan sistem sentralis-
tik ke desentralisasi dapat ditemukan 
dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah yang mengatur antara lain:
1. Negara Kesatuan Republik Indo-

nesia dibagi atas daerah-daerah 
propinsi dan daerah propinsi terbagi 
atas kabupaten dan kota yang ma-
sing-masing mempunyai pemerin-
tahan daerah.

2. Pemerintah daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mengatur 
dan mengurus sendiri urusan peme-
rintahan menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan.

3. Pemerintah Daerah sebagaima-
na ayat (2) menjalankan otonomi 
seluas-luasnya, kecuali urusan yang 
pemerintahan yang menjadi urusan 
Pemerintah, dengan tujuan mening-
katkan kesejahteraan masyarakat, 
pelayanan umum, dan daya saing 
daerah.1

Ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2), 
dan (3) Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tersebut di atas me-
rupakan pendorong terjadinya per-
ubahan-perubahan peran dan fungsi 
pemerintah daerah. Peran dan fungsi 

1 Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Tahun 
2004, Nomor : 125. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor: 4437.
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pemerintah daerah yang berupa peran 
stimulator, fasilitator, koordinator da-
lam keseluruhan proses pembangunan. 
Ahmad Yani mengatakan, fungsi utama 
Pemerintah yaitu: 

“Fungsi utama yang dapat diem-
ban oleh pemerintah suatu negara 
yaitu fungsi alokasi, distribusi dan 
stabilisasi yang dilakukan dalam 
rangka penyelenggaraan pemerin-
tahan dan pelayanan masyarakat 
dan pembangunan”2

Kebijakan penyelengaraan otono-
mi daerah berdasarkan prinsip pembe-
rian kewenangan yang seluas-luasnya 
dengan memperhatikan keanekara-
gaman potensi daerah seperti yang 
diamanatkan Undang-Undang meru-
pakan pendorong pemberdayaan ma-
syarakat, menumbuhkan prakarsa dan 
kreatifitas, dan meningkatkan peran 
serta masyarakat. Oleh karena itu Un-
dang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
menempatkan Otonomi Daerah secara 
utuh pada Daerah Kabupaten dan Kota 
dan dilaksanakan secara serentak di 
seluruh Indonesia.

Kewenangan Otonomi seluas-
-luasnya seperti yang dinyatakan da-
lam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 meliputi: Urusan wajib 
yang menjadi kewenangan pemerin-
tahan daerah untuk daerah Kabupaten 
atau Kota merupakan urusan yang ber-
skala Kabupaten atau Kota, meliputi:
a. Perencanaan dan pengendalian 

pembangunan;
b. Perencanaan, pemenfaatan, dan 

pengawasan tata ruang;
c. Penyelengaraan ketertiban umum 

dan ketentraman masyarakat;
d. Penyediaan sarana dan prasarana 

2 Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pe-
merintah Pusat dan Daerah di Indonesia: Seri Keuangan 
Publik, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 
128

umum;
e. Penanganan bidang kesehatan;
f. Penyelengaraan bidang pendidikan;
g. Penangulangan masalah sosial;
h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
i. Fasilitasi pengembangan koperasi, 

usaha kecil dan menengah;
j. Pengendalian lingkungan hidup;
k. Pelayanan kependudukan dan catat-

an sipil;
l. Pelayanan umum administrasi pe-

merintahan;
m. Pelayanan administrasi penanaman 

modal;
n. Penyelengaran pelayanan dasar 

Iainnya; dan
o. Urusan wajib Iainnya yang diama-

natkan oleh peraturan perundang-
-undangan.3

Oleh karena itu, peran-peran baru 
yang dapat dikembangkan sebagai 
bagian untuk mengeliminasi dampak 
buruk yang ditimbulkan oleh kebi-
jakan daerah dalam meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah di antaranya 
melalui ekstensifikasi bidang perpa-
jakan. Dalam hubungan seperti ini, 
paradigma baru sebagai Pemerintah 
Daerah atau Birokrasi yang mengha-
silkan sumber pembiayaan melalui 
kegiatan yang bersifat enterpreuneurs-
hip harus mulai dikembangkan. Peme-
rintah Daerah dapat melakukan peran 
sebagai wirausaha (enterpreneur). Hal 
ini sesuai dengan jiwa dari otonomi 
daerah yang diatur dalam Pasal 173 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah 
yang menyatakan bahwa :
1. Pemerintah Daerah dapat melaku-

3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten-
tang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Nomor : 
125. Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia 
Nomor: 4437.
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kan penyertaan modal pada suatu 
Badan Usaha Milik Pemerintah dan 
atau milik swasta.

2. Penyertaan modal sebagaimana ayat 
(1) dapat ditambah, dikurangi, dijual 
kepada pihak lain dan atau dapat 
dialihkan kepada Badan Usaha Milik 
Daerah.

3. Penyertaan modal sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dilaksanakan 
sesuai dengan peraturan perundang-
-undangan4

Ketentuan Pasal 173 Undang-
-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah terse-
but menjadi sangat bermakna apabila 
dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 
2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pusat dan Pemerintahan Dae-
rah yang menyatakan bahwa : “pinjam-
an jangka panjang untuk membiayai 
proyek investasi yang menghasilkan pe-
nerimaan”.5 Kewenangan Pemerintah 
Daerah untuk dapat melakukan pin-
jaman jangka panjang guna membiayai 
pembangunan prasarana yang meru-
pakan aset daerah dan dapat mengha-
silkan penerimaan untuk pembayaran 
kembali pinjaman, serta memberikan 
manfaat bagi pelayanan masyarakat 
merupakan konsekuensi dalam rangka 
optimalisasi pembangunan daerah dan 
perubahan orientasi sektor keuangan 
publik.

Permasalahan yang muncul 
adalah bentuk kegiatan investasi yang 
bagaimana yang seharusnya dijadikan 
pilihan dan bagaimana modal usaha 
itu dapat disediakan apabila dikait-
kan dengan perangkat hukum yang 

4 Ibid.
5 Pasal 53 ayat (3) Pasal 53 ayat (3) Undang-

-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Ke-
uangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah, Lembar-
an Negara Tahun 2004, Nomor: 126. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor: 4438.

tersedia yang mengatur atau yang 
berkaitan dengan kegiatan investa-
si dan dunia usaha pada umumnya. 
Demikian juga apabila terjadi sengketa 
antara berbagai pihak, pilihan-pilihan 
atau alternatif media yang digunakan 
untuk menyelesaikan sengketa meru-
pakan permasalahan tersendiri. Hal 
ini mengingat Pemerintah Daerah 
merupakan Badan Hukum Publik, 
sedangkan mitra usaha dapat terdiri 
dari badan hukum privat. Lebih jauh, 
sejauh manakah perilaku Birokrasi 
Pemerintah Daerah dapat menyesuai-
kan diri dengan tuntutan perubahan 
dalam perilaku birokrasi baru dalam 
berbagai aspek kehidupan organisasi 
yang berwawasan wirausaha. “........
yang merupakan suatu sistem yang 
mencoba memahami perilaku-perilaku 
didalam organisasi bisa tetap rasio-
nal sehingga efektif usaha pencapaian 
tujuan organisasi tersebut”6 yang dapat 
mendorong terjadinya perubahan yang 
sangat mendasar dalam tuntutan dan 
kebutuhan publik yang dibatasi oleh 
koridor-koridor pelayanan yang profe-
sional dan sekaligus dapat menghapus 
kesan perilaku birokrasi saat ini dalam 
proses interaksi yang kaku.

Pelaksanaan otonomi daerah 
berdasarkan prinsip otonomi seluas-
-luasnya merupakan dimensi baru 
pemerintahan yang diharapkan dapat 
menjawab berbagai tantangan da-
lam melaksanakan kewajiban bidang 
Pemerintahan seperti yang diamanat-
kan Undang-Undang. Pelaksanaannya 
diharapkan melalui intervensi-intervensi 
kebijakan daerah yang lebih cermat 
yang didasarkan pada pendapat bahwa 
Pemerintah Daerah lebih tahu tentang 
kondisi dan potensi wilayah yang da-

6 Miftah Toha, Perspektif Perilaku Birokrasi 
(Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara, Jilid II, 
(Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm. 155
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pat dikembangkan. Hal ini diharapkan 
dapat mendorong peningkatan peran 
serta, prakarsa dan kreatifitas masya-
rakat sektor usaha lembaga sosial dalam 
mendorong pemberdayaan masyarakat.

Dengan penyelenggaraan otonomi 
daerah berdasarkan prinsip otonomi 
seluas-luasnya yang memberikan 
kewenangan mengurus dan mengatur 
semua urusan Pemerintahan diluar 
yang menjadi urusan Pemerintah Pu-
sat dan mempertimbangkan keanekara-
gaman potensi daerah mendasari betapa 
pentingnya pengaturan aspek perim-
bangan keuangan antara Daerah dan 
Pusat. Sebagai upaya untuk mencipta-
kan pelaksanaan pembangunan yang 
merata dan berkeadilan, penyerahan 
kewenangan perimbangan keuangan 
antara Pusat dan Daerah harus men-
cerminkan kesungguhan Pemerintah 
Pusat untuk mendorong percepatan 
pembangunan Daerah serta pening-
katan pemberdayaan Daerah dan peran 
serta masyarakat. Hal ini jangan sampai 
timbul kesan seperti yang dikemukakan 
oleh Suhandoko: “……..pelaksanaan 
otonomi tidak lebih sebagai cara me-
mindahkan masalah-masalah di daerah 
yang tidak dapat diselesaikan oleh pe-
merintah pusat”.7 Sumber-sumber peneri-
maan daerah dalam rangka desentralisasi 
seperti yang disebutkan dalam Pasal 
5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 
2004 tentang  Perimbangan Keuangan 
Antara Pusat dan Pemerintah Daerah 
terdiri atas :

1. Penerimaan Daerah dalam pelak-
sanaan desentralisasi terdiri atas 
pendapatan daerah dan pembiayaan.

2. Pendapatan Daerah sebagaimana 
dimaksud ayat (1) bersumber dari :

7 Djoko Suhandoko, Dilema Otonomi Daerah: 
Mengatasi Tantangan Otonomi Daerah, Makalab yang Di-
sampaikan Seminar CSIS, (Yogyakarta: Andi offset,  2002), 
hlm. 93

a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Dana Perimbangan; dan
c. Lain-lain Pendapatan.

3. Pembiayaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) bersumber dari :
a. Sisa lebih perhitungan anggaran 

daerah;
b. Penerimaan pinjaman daerah;
c. Dana Cadangan Daerah; dan
d. Hasil penjualan kekayaan daerah 

yang dipisahkan.8

Akan tetapi dalam kenyataan-
nya, sumber-sumber keuangan seperti 
tersebut di atas tidak cukup untuk 
menampung masalah-masalah yang 
harus ditangani oleh Pemerintah 
Daerah. Hal ini akan semakin menjadi 
penghambat apabila dikaitkan dengan 
situasi keuangan Pemerintah yang 
tidak kunjung membaik yang disebab-
kan oleh dampak krisis ekonomi yang 
berkepanjangan dan masih dirasakan 
pengaruhnya sampai saat ini. Oleh 
karena itu, muncul gagasan untuk 
melakukan upaya-upaya yang bertu-
juan meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah melalui kegiatan investasi atau 
penanaman modal, baik dilakukan sendi-
ri maupun dalam bentuk kerjasama 
dengan pihak penanam modal lainnya. 
Hal ini seperti yang dikemukakan oleh 
Suhandoko: “Pemberlakuan otonomi 
sangat dimungkinkan akan meningkat-
kan investasi karena adanya deregulasi 
dan debirokratisasi perizinan”. 9 Bebe-
rapa Pemerintah Kabupaten dan Kota 
di Jawa timur sudah mulai melakukan 
penjajagan kelayakan usaha di ber-
bagai bidang pembangunan dengan 
menggandeng investor swasta, antara 

8 Pasal 5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Peme-
rintahan Daerah, Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor: 
126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor: 4438.

9 Djoko Suhandoko, Dilema Otonomi…, hlm.101
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lain ditandatanganinya nota kesepaham-
an antara Pemerintah Kabupaten Pasuru-
an dengan Pemerintah Propinsi dan 
PT. Jasa Marga untuk pembangunan 
ruas Jalan Tol Pandaan-Rejoso. Demi-
kian juga penjajagan yang dilakukan 
oleh Pemerintah Kota Malang, Peme-
rintah Kabupaten Malang, Pemerintah 
Kabupaten Pasuruan dan investor swas-
ta nasional untuk membangun jalan 
tol ruas Gempol-Malang, serta pen-
jajagan penggunaan Lapangan Udara 
Militer Abdul Rahman Saleh untuk 
penerbangan komersial oleh Peme-
rintah Kabupaten Malang, Pemerintah 
Kota Malang, dan Pemerintah Kota 
Batu atau sering disebut kawasan Malang 
Raya dengan TNI-AU. Model kerja sama 
seperti tersebut di atas telah menjadi-
kan daya tarik tersendiri bagi investor 
untuk menanamkan modalnya. Hal-hal 
pertama yang dijadikan pertimbangan 
investor adalah berapa lama modal itu 
dapat kembali dan seberapa besar resiko 
kerugian dapat terjadi. Dalam hubung-
an itu seperti yang disampaikan oleh 
Suhandoko:

“bahwa Investasi yang demikian 
dapat meminimalkan terjadinya 
konflik dengan daerah lingkung-
an investasinya karena adanya 
sense of belonging dari Pemerintah 
Daerah untuk membantu inves-
tor memilih tempat usaha dan 
mengembangkan aliansi strategis 
dengan factor- faktor produksi di 
daerah tersebut”10

Dalam sudut pandang yang 
berbeda, peningkatan investasi di 
daerah diharapkan dapat menimbul-
kan dampak lanjutan terhadap per-
kembangan kawasan sekitar, dalam 
bidang ekonomi melalui penyerapan 
lapangan kerja oleh sumber daya yang 
ada maupun perkembangan dalam 

10 Ibid.

bidang lainnya. Sesuai dengan amanat 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah 
juncto Peraturan Pemerintah Nomor 
38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Peme-
rintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, 
dan pemerintahan Daerah Kabupa-
ten atau Kota, Pemerintahan Daerah 
menyelenggarakan urusan yang men-
jadi kewenangannya, kecuali urusan 
pemerintahan yang menjadi urusan 
Pemerintah. Dalam menyelenggarakan 
urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah tersebut, Peme-
rintahan Daerah menjalankan otono-
mi seluas-luasnya untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintah-
an berdasarkan asas otonomi dan tugas 
pembantuan.

Penyelenggaraan desentralisa-
si mensyaratkan pembagian urusan 
pemerintahan antara Pemerintah 
dengan pemerintahan daerah. Urusan 
pemerintahan terdiri dari urusan pe-
merintahan yang sepenuhnya menjadi 
kewenangan Pemerintah dan urusan 
pemerintahan yang dikelola secara 
bersama antar tingkatan dan susunan 
pemerintahan atau konkruen. Dengan 
demikian, dalam setiap bidang urusan 
pemerintahan yang bersifat konkru-
en senantiasa terdapat bagian urusan 
yang menjadi kewenangan Pemerin-
tah, pemerintahan daerah provinsi dan 
pemerintahan daerah kabupaten atau 
kota.

Urusan yang menjadi kewenang-
an Pemerintahan Daerah terdiri dari 
urusan wajib dan urusan pilihan. 
Urusan pemerintahan wajib adalah 
urusan pemerintahan yang wajib 
diselenggarakan oleh Pemerintahan 
Daerah yang terkait dengan pelayanan 
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dasar bagi masyarakat, seperti pen-
didikan dasar, kesehatan, lingkungan 
hidup, perhubungan, kependudukan 
dan sebagainya. Urusan pemerintahan 
yang bersifat pilihan adalah urusan 
pemerintahan yang diprioritaskan oleh 
Pemerintahan Daerah untuk diseleng-
garakan yang terkait dengan upaya 
mengembangkan potensi unggulan 
yang menjadi kekhasan kabupaten atau 
kota. Urusan pemerintahan di luar 
urusan wajib dan urusan pilihan yang 
diselenggarakan oleh Pemerintahan 
Daerah, sepanjang menjadi kewe-
nangan Daerah, tetap diselenggarakan 
oleh Pemerintahan Daerah. Namun 
mengingat terbatasnya sumber daya 
dan sumber dana yang dimiliki oleh 
Pemerintahan Daerah, maka priori-
tas penyelengaraan urusan pemerin-
tahan difokuskan pada urusan wajib 
dan urusan pilihan yang benar-benar 
mengarah pada penciptaan kesejahte-
raan masyarakat, disesuaikan dengan 
kondisi, potensi dan kekhasan masing-
-masing kabupaten atau kota.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan normatif 
yang diharapkan dapat menangkap 
makna yang terkandung dalam ber-
bagai peraturan perundangan yang 
mengatur tentang otonomi daerah dan 
menkonsepsikan pola interaksi peru-
bahan pada obyek penelitian. Dalam 
penelitian ini diperlukan jenis data yang 
meliputi data sekunder dan data primer. 
oleh karena itu jenis penelitian yang 
dilakukan berorientasi pada jenis data 
yang diperlukan tersebut yaitu meli-
puti penelitian kepustakaan (yuridis 
normatif). Pada jenis penelitian ini 
data yang diperlukan adalah data 
sekunder, yaitu data  yang  bersumber 

dan diperoleh melalui studi kepusta-
kaan baik yang berupa data sekunder 
pribadi maupun data sekunder publik 
dan atau dapat berupa bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder mau-
pun bahan hukum tersier.11

C. TINJAUAN PUSTAKA

1. Otonomi Daerah
Secara etimologi, otonomi berasal 

dari bahasa Yunani autos yang arti-
nya sendiri, dan nomos yang berarti 
hukuman atau aturan. Jadi, penger-
tian otonomi adalah pengundangan 
sendiri. Menurut Koesoemahatmadja, 
otonomi adalah Perundangan Sendiri. 
Lebih lanjut, ia mengemukakan bahwa 
menurut perkembangan sejarahnya 
di Indonesia, otonomi selain memi-
liki pengertian sebagai perundangan 
sendiri, juga mengandung pengertian 
“pemerintahan” (bestuur). Sedangkan 
Wayong menjabarkan pengertian oto-
nomi sebagai kebebasan untuk meme-
lihara dan memajukan kepentingan 
khusus daerah, dengan keuangan 
sendiri, menentukan hukuman sen-
diri, dan pemerintahan sendiri. Syarif 
Saleh  menjelaskan bahwa otonomi 
ialah hak mengatur dan memerintah 
sendiri. Hak tersebut diperoleh dari 
pemerintah pusat. Otonomi, menurut 
Ateng Syafruddin, adalah kebebasan 
dan kemandirian, tetapi bukan kemer-
dekaan. Kebebasan yang terbatas atau 
kemandirian itu adalah wujud pembe-
rian kesempatan yang harus dipertang-
gungjawabkan.

Sedangkan menurut Bagir Manan 
dalam bukunya Menyongsong Fajar 
Otonomi Daerah, otonomi adalah 
sebuah tatanan ketatanegaraan (sta-
atsrechtelijk), bukan hanya tatanan 

11 Mertokusumo Sudikno, Penelitian Hukum Se-
buah Pengantar, Edisi II, (Yogyakarta, Liberty, 2000), hlm. 
11-12
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administrasi Negara (administrati-
efrechtelijk). Sebagaimana tatanan 
ketatanegaraan, otonomi berkaitan 
dengan dasar-dasar bernegara dan 
susunan organisasi Negara. Paling 
tidak, ada dua arahan dasar susunan 
ketatanegaraan dalam perumahan In-
donesia merdeka yaitu demokrasi dan 
penyelenggaraan negara berdasarkan 
atas hukum. Otonomi bukan sekedar 
pemencaran penyelenggaraan peme-
rintahan untuk mencapai efesiensi dan 
efektivitas pemerintahan. Penyelengga-
raan pemerintahan dengan asas de-
sentralisasi memberikan kesempatan 
dan keleluasaan kepada daerah untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakar-
sa sendiri berdasarkan aspirasi ma-
syarakat dengan bentuk dan susunan 
pemerintahannya ditetapkan dengan 
Undang-Undang.

Penyelenggaraan otonomi daerah 
berdasarkan prinsip pemberian kewe-
nangan yang seluas-luasnya dikandung 
maksud bahwa: “daerah diberikan 
kewenangan mengurus dan mengatur 
semua urusan pemerintahan diluar 
yang menjadi urusan pemerintah yang 
ditetapkan Undang-Undang”.12 Penger-
tian semua urusan pemerintahan adalah 
pengertian yang dinyatakan dalam Pasal 
14 jo Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerin-
tahan Daerah. Selanjutnya pelaksanaan 
otonomi berdasarkan prinsip pembe-
rian kewenangan seluas-luasnya secara 
bersamaan. Dilaksanakan pula prinsip 
otonomi nyata dan bertanggung jawab 
yang mempunyai pengertian bahwa 
prinsip otonomi nyata adalah “suatu 
prinsip bahwa untuk menangani suatu 

12 Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara 
Tahun 2004, Nomor: 125. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor: 4437.

urusan pemerintahan dilaksanakan ber-
dasarkan tugas dan wewenang dan ke-
wajiban yang telah senyatanya ada dan 
berpotensi untuk tumbuh, hidup dan 
berkembang sesuai dengan potensi dan 
kekhasan daerah”.13 Sedangkan makna 
prinsip otonomi bertanggung jawab 
adalah “penyelanggaraan otonomi harus 
benar-benar sejalan dengan tujuan dan 
maksud pemberian otonomi yang pada 
dasamya untuk memberdayakan daerah 
termasuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat yang merupakan bagian utama dari 
tujuan nasional”.14

Perhatian pada keanekaragaman 
potensi daerah merupakan pendorong 
pemberdayaan masyarakat, menumbuh-
kan prakarsa dan kreatifitas, meningkat-
kan peran serta masyarakat mengem-
bangkan peran dan fungsi Dewan 
Perwakitan Rakyat Daerah. Oleh karena 
itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 menempatkan otonomi daerah 
secara utuh pada Daerah Kabupa-
ten dan Kota. Kewenangan Otonomi 
seluas-luasnya seperti yang dinyata-
kan dalam Pasal 14 Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peme-
rintahan Daerah seperti yang telah 
diuraikan di muka.

Otonomi daerah merupakan 
kewenangan daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat menurut pra-
karsa sendiri berdasarkan aspirasi 
masyarakat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Sebagai respon 
atas tuntutan reformasi, pemerintah 
dengan cukup cepat telah melaku-
kan pembahan yang cukup mendasar 
atas berbagai Undang-Undang dalam 
bidang politik dari yang berwatak sen-
tralistik-otoritarian ke otonomi-demo-

13 Ibid.
14 Ibid.
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kratis. Setelah berhasil menyusun 
Undang-Undang bidang politik yang 
menjadi landasan pelaksanaan pemilu 
tahun 1999, pemerintah segera menyu-
sulinya dengan Undang-Undang baru 
dalam bidang politik khusus menge-
nai hubungan kekuasaan antara pusat 
dan daerah yakni Undang-Undang 
Nomor22 Tahun 1999 tentang Peme-
rintah Daerah dan Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 1999 tentang Hu-
bungan Keuangan antara Pusat dan 
Daerah. Perubahan hukum tentang 
hubungan antara Pusat dan Daerah 
ini menyangkut masalah yang sangat 
mendasar dalam hubungan kekua-
saan (gezagverhouding) yang selama 
era Orde Baru sangat timpang karena 
hampir seluruh kekuasaan bertumpu 
di tangan pemerintah Pusat tepatnya 
di tangan Presiden. Diberlakukan pula 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
Selanjutnya diperbaharui oleh Un-
dang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Un-
dang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
Tentang Pemerintahan Daerah.

2. Kewenangan
Kekuasaan sering disamakan 

begitu saja dengan kewenangan, 
dan kekuasaan sering dipertukarkan 
dengan istilah kewenangan, demikian 
pula sebaliknya. Bahkan kewenangan 
sering disamakan juga dengan wewe-
nang. Kekuasaan biasanya berbentuk 
hubungan dalam arti bahwa “ada satu 
pihak yang memerintah dan pihak 
lain yang diperintah” (the rule and the 
ruled). Berdasarkan pengertian ter-
sebut di atas, dapat terjadi kekuasaan 
yang tidak berkaitan dengan hukum. 
Kekuasaan yang tidak berkaitan de-
ngan hukum oleh Henc van Maarseven 
disebut sebagai “blote match”, sedang-

kan kekuasaan yang berkaitan dengan 
hukum oleh Max Weber disebut seba-
gai wewenang rasional atau legal, yakni 
wewenang yang berdasarkan suatu 
sistem hukum. Ini dipahami sebagai 
suatu kaidah-kaidah yang telah diakui 
serta dipatuhi oleh masyarakat dan 
bahkan yang diperkuat oleh Negara.

Dalam hukum publik, wewenang 
berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasa-
an memiliki makna yang sama dengan 
wewenang karena kekuasaan yang 
dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan 
yudikatif adalah kekuasaan formal. 
Kekuasaan merupakan unsur esensial 
dari suatu Negara dalam proses penye-
lenggaraan pemerintahan di samping 
unsur-unsur lainnya, yaitu: 

1) Hukum; 
2) Kewenangan (wewenang); 
3) Keadilan; 
4) Kejujuran;
5) Kebijakbestarian; dan 
6) Kebajikan.

Kekuasaan merupakan inti dari 
penyelenggaraan negara agar negara 
dalam keadaan bergerak (de staat in 
beweging) sehingga negara itu dapat 
berkiprah, bekerja, berkapasitas, ber-
prestasi, dan berkinerja melayani war-
ganya. Oleh karena itu negara harus 
diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut 
Miriam Budiardjo adalah kemampu-
an seseorang atau sekelompok orang 
untuk mempengaruhi tingkah laku 
seseorang atau kelompok lain sedemi-
kian rupa sehingga tingkah laku itu 
sesuai dengan keinginan dan tujuan 
dari orang atau Negara.

Agar kekuasaan dapat dijalan-
kan maka dibutuhkan penguasa atau 
organ sehingga negara itu dikonsepkan 
sebagai himpunan jabatan-jabatan 
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(een ambten complex) yang diisi oleh 
sejumlah pejabat yang mendukung hak 
dan kewajiban tertentu berdasarkan 
konstruksi subyek-kewajiban. Dengan 
demikian, kekuasaan mempunyai dua 
aspek, yaitu aspek politik dan aspek 
hukum, sedangkan kewenangan hanya 
beraspek hukum semata. Artinya, ke-
kuasaan itu dapat bersumber dari kon-
stitusi, juga dapat bersumber dari luar 
konstitusi (inkonstitusional), misalnya 
melalui kudeta atau perang, sedang-
kan kewenangan jelas bersumber dari 
konstitusi.

Kewenangan sering disejajarkan 
dengan istilah wewenang. Istilah we-
wenang digunakan dalam bentuk kata 
benda dan sering disejajarkan dengan 
istilah “bevoegheid” dalam istilah 
hukum Belanda. Menurut Phillipus 
M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit 
perbedaan antara istilah kewenangan 
dengan istilah “bevoegheid”. Perbedaan 
tersebut terletak pada karakter hukum-
nya. Istilah “bevoegheid” digunakan 
dalam konsep hukum publik maupun 
dalam hukum privat. Dalam konsep 
hukum kita istilah kewenangan atau 
wewenang seharusnya digunakan da-
lam konsep hukum publik.

Ateng Syafrudin berpendapat 
bahwa ada perbedaan antara penger-
tian kewenangan dan wewenang. Kita 
harus membedakan antara kewenang-
an (authority, gezag) dengan wewenang 
(competence, bevoegheid). Kewenangan 
adalah apa yang disebut kekuasaan 
formal, kekuasaan yang berasal dari 
kekuasaan yang diberikan oleh un-
dang-undang, sedangkan wewenang 
hanya mengenai suatu “onderdeel” 
(bagian) tertentu saja dari kewenang-
an. Di dalam kewenangan terdapat 
wewenang-wewenang (rechtsbe voegd-

heden). Wewenang merupakan ling-
kup tindakan hukum publik, lingkup 
wewenang pemerintahan, tidak hanya 
meliputi wewenang membuat kepu-
tusan pemerintah (bestuur), tetapi 
meliputi wewenang dalam rangka 
pelaksanaan tugas, dan memberikan 
wewenang serta distribusi wewenang 
utamanya ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan.

Secara yuridis, pengertian we-
wenang adalah kemampuan yang 
diberikan oleh peraturan perun-
dang-undangan untuk menimbulkan 
akibat-akibat hukum. Pengertian we-
wenang menurut H.D. Stoud adalah: 
Bevoegheid wet kan worden omscreve-
nals het geheel van bestuurechttelijke 
bevoegdheden door publiekrechtelijke 
rechtssubjecten in het bestuurechttelijke 
rechtsverkeer (wewenang dapat dijelas-
kan sebagai keseluruhan aturan-aturan 
yang berkenaan dengan perolehan dan 
penggunaan wewenang pemerintah 
oleh subjek hukum publik dalam hu-
kum publik).

Wewenang (authority, competen-
ce)15 adalah hak dan kekuasaan (untuk 
menjalankan sesuatu), demikian me-
nurut W.J.S. Poerwadarminta.16 Sejalan 
pengertian ini, Tim Penyusun Kamus 
dari Pusat Pembinaan dan Pengem-
bangan Bahasa mengartikan wewe-
nang sebagai :

a. Hak dan kekuasaan untuk bertin-
dak;

b. Kekuasaan membuat keputusan, 
memerintah, dan melimpahkan tang-
gungjawab kepada orang lain17.

15 John M. Echols & Hasan Shadily, Kamus Indo-
nesia Inggris, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 614.

16 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa 
Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 1150

17 Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
(Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 1011.
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Sedangkan Hasan Shadily me-
nerjemahkan wewenang (authority) 
sebagai “hak atau kekuasaan memberi 
perintah atau bertindak untuk mempe-
ngaruhi tindakan orang lain, agar sesu-
atu dilakukan sesuai yang diingini”.18

Hasan Shadhily memperjelas 
terjemahan authority dengan mem-
berikan suatu pengertian tentang 
“pemberian wewenang (delegation of 
authority)”. Delegation of authority ia-
lah proses penyerahan wewenang dari 
seseorang pimpinan (manager) kepada 
bawahannya (subordinates) yang diser-
tai timbulnya tanggung jawab untuk 
melakukan tugas tertentu”.19 Lebih lan-
jut Shadhily mengatakan bahwa proses 
delegation of authority dilaksanakan 
melalui langkah-langkah:

1) Menentukan tugas bawahan 
tersebut;
2) Penyerahan wewenang itu sendiri;
3) Timbulnya kewajiban melakukan 
tugas yang sudah ditentukan itu.20

3. Investasi Pemerintah Daerah
Investasi merupakan salah satu 

faktor yang menentukan pembangun-
an daerah. Investasi akan membuka 
lapangan pekerjaan, meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah dan kestabi-
lan ekonomi daerah. Tanpa investasi, 
pembangunan suatu daerah akan sulit 
dilaksanakan. Di dalam menentukan 
pengalokasian investasi diperlukan 
perencanaan pembangunan daerah 
tersebut yang bertujuan untuk mem-
perbaiki penggunaan sumberda-
ya–sumberdaya publik yang tersedia 
di daerah dan untuk memperbaiki 
kapasitas sektor swasta dalam mencip-
takan nilai sumberdaya swasta secara 
bertanggungjawab.

18 Ibid, hlm. 1170
19 Ibid
20 Ibid

Pengertian investasi menurut 
Sunariyah: “Investasi adalah penanam-
an modal untuk satu atau lebih aktiva 
yang dimiliki dan biasanya berjangka 
waktu lama dengan harapan men-
dapatkan keuntungan di masa-masa 
yang akan datang.” Dewasa ini banyak 
pemerintah daerah yang melakukan 
kebijaksanaan yang bertujuan untuk 
meningkatkan investasi baik domestik 
ataupun modal asing. Hal ini dilaku-
kan oleh pemerintah daerah sebab 
kegiatan investasi akan mendorong 
pula kegiatan ekonomi suatu daerah, 
penyerapan tenaga kerja, peningkatan 
output yang dihasilkan, penghemat-
an devisa atau bahkan penambahan 
devisa.

Menurut Undang-Undang No-
mor 32 Tahun 2004, daerah memiliki 
kewenangan yang sangat luas dalam 
mengurus rumah tangganya sendi-
ri kecuali urusan pemerintahan yang 
menjadi urusan pemerintah, dengan 
tujuan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat pelayanan umum, dan 
daya saing daerah. Di dalam Pasal 14 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 menyatakan bahwa:

(1) Urusan wajib yang menjadi 
kewenangan pemerintahan daerah 
untuk kabupaten/kota merupakan 
urusan yang berskala kabupaten/
kota meliputi:
a. perencanaan dan pengendalian 

pembangunan;
b. perencanaan, pemanfaatan, dan 

pengawasan tata ruang; 
c. penyelenggaraan ketertiban 

umum dan ketentraman masya-
rakat;

d. penyediaan sarana dan prasarana 
umum;
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e. penanganan bidang kesehatan;
f. penyelenggaraan pendidikan;
g. penanggulangan masalah sosial;
h. pelayanan bidang ketenagakerja-

an;
i. fasilitasi pengembangan koperasi, 

usaha kecil dan menengah;
j. pengendalian lingkungan hidup;
k. pelayanan pertanahan;
l. pelayanan kependudukan, dan 

catatan sipil; 
m. pelayanan administrasi umum 

pemerintahan;
n. pelayanan administrasi penanam-

an modal;
o. penyelenggaraan pelayanan dasar 

lainnya; dan  
p. urusan wajib lainnya yang dia-

manatkan oleh peraturan perun-
dang-undangan.21

Pemerintahan Daerah, dalam 
rangka meningkatkan efisiensi dan 
efektifitas penyelenggaraan otonomi 
daerah, perlu memperhatikan pelu-
ang dan tantangan dalam persaingan 
global dengan memanfaatkan per-
kembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Agar mampu menjalankan 
perannya tersebut, daerah diberikan 
kewenangan yang seluas-luasnya 
disertai dengan pemberian hak dan 
kewajiban dalam menyelenggarakan 
otonomi daerah dalam kesatuan sistem 
penyelenggaraan pemerintahan nega-
ra.

Demikian halnya dengan kewe-
nangan dalam bidang perekonomian, 
pemerintah daerah diberikan kewe-
nangan dalam bidang penyertaan 
modal/investasi sebagaimana dinyata-

21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten-
tang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Nomor: 
125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor: 4437.

kan dalam Pasal 173 Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004:

(1) Pemerintah daerah dapat mela-
kukan penyertaan modal pada suatu 
Badan Usaha Milik Pemerintah dan/
atau swasta;
(2) Penyertaan modal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat ditam-
bah, dikurangi, dijual kepada pihak 
lain dan/atau dapat dialihkan kepa-
da Badan Usaha Milik Daerah;
(3) Penyertaan modal sebagaimana 
dmaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
sesuai dengan peraturan perundang-
-undangan 22

Oleh karena itu, perlu melakukan 
upaya-upaya yang bertujuan mening-
katkan Pendapatan Asli Daerah mela-
lui kegiatan investasi atau penanaman 
modal, baik dilakukan sendiri mau-
pun dalam bentuk kerjasama dengan 
pihak penanam modal lainnya. Dalam 
hubungan ini, peningkatan investasi 
oleh Pemerintah Daerah merupakan 
salah satu alternatif upaya yang mem-
berikan harapan. Hal ini disebabkan 
terbukanya peluang-peluang yang 
dapat dimanfaatkan yaitu dalam proses 
perijinan dengan telah dikeluarkannya 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2007 tentang Penanaman Modal. Hal 
ini menjadi sangat strategis apabila 
dikaitkan dengan adanya kebutuhan 
yang mendesak untuk meningkatkan 
arus modal langsung, pengaruhnya 
terhadap aspek neraca pembayaran.

Sedangkan menurut Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 52 
Tahun 2012 tentang Pedoman Penge-
lolaan Investasi Pemerintah Daerah, 
maksud dan tujuan investasi peme-
rintah daerah sebagaimana dinyata-
kan dalam pasal 2,  manfaat investasi 

22 Ibid.
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daerah dinyatakan sebagai berikut: 

(1) Investasi pemerintah daerah 
dimaksudkan untuk memperoleh 
manfaat ekonomi, sosial, dan atau 
manfaat lainnya.
(2) Manfaat ekonomi, sosial, dan 
atau manfaat lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. keuntungan sejumlah tertentu da-

lam jangka waktu tertentu berupa 
deviden, bunga dan pertumbuhan 
nilai Perusahaan Daerah yang 
mendapatkan investasi pemerin-
tah daerah;

b. peningkatan berupa jasa dan 
keuntungan bagi hasil investasi 
sejumlah tertentu dalam jangka 
waktu tertentu;

c. peningkatan penerimaan daerah 
dalam jangka waktu tertentu seba-
gai akibat langsung dari investasi 
yang bersangkutan; 

d. peningkatan penyerapan tenaga 
kerja sejumlah tertentu dalam 
jangka waktu tertentu sebagai aki-
bat langsung dari investasi yang 
bersangkutan; dan atau

e. peningkatan kesejahteraan masya-
rakat sebagai akibat dari investasi 
pemerintah daerah.23

Sedangkan menurut Pasal 3 Per-
mendagri Nomor 52 Tahun 2012, pasal 
3, tujuan investasi daerah dinyatakan 
sebagai berikut:

Investasi pemerintah daerah ber-
tujuan untuk:
a. meningkatkan pertumbuhan dan 

perkembangan perekonomian dae-
rah; 

b. meningkatkan pendapatan daerah; 
23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pe-
ngelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754

dan
c. meningkatkan kesejahteraan masya-

rakat.24

Menurut Pasal 4 Permendagri 
Nomor 52 Tahun 2012, Pemerintah 
Daerah mempunyai kewenangan da-
lam investasi daerah, di antaranya:

(1) Kepala daerah memiliki kewe-
nangan dalam pengelolaan investasi 
pemerintah daerah.
(2) Kewenangan pengelolaan inves-
tasi pemerintah daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi;
a. regulasi;
b. operasional; dan 
c. supervisi.25

Kewenangan dan tanggung jawab 
regulasi yang dimiliki kepala daerah 
sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 
ayat (2) huruf a, meliputi:

a. menetapkan kebijakan pengelolaan 
investasi pemerintah daerah;

b. menetapkan kriteria pemenuhan 
perjanjian dalam pelaksanakan in-
vestasi pemerintah daerah; dan

c. menetapkan tata cara pembayaran 
kewajiban yang timbul dari proyek 
penyediaan investasi pemerintah 
dalam hal terdapat penggantian atas 
hak kekayaan intelektual, pembayar-
an subsidi, dan kegagalan pemenuh-
an perjanjian investasi.26

Kewenangan dan tanggung jawab 
operasional yang dimiliki kepala 
daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:
a. meneliti dan menyetujui atau meno-

lak usulan permintaan investasi dari 
24 Ibid.
25 Ibid.
26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pe-
ngelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754
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pemerintah, pemerintah daerah la-
innya, badan usaha dan masyarakat;

b. mengusulkan rencana kebutuhan 
dana investasi pemerintah daerah 
yang bersumber dari Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Daerah;

c. menempatkan dana dan/atau barang 
milik daerah dalam rangka investasi 
pemerintah daerah sesuai peraturan 
perundang-undangan;

d. melakukan perjanjian investasi ter-
kait dengan penempatan dana dan/
atau barang pemerintah daerah;

e. melakukan pengendalian atas resiko 
terhadap pelaksanaan investasi pe-
merintah daerah;

f. mewakili dan melaksanakan kewa-
jiban serta menerima hak peme-
rintah daerah yang diatur dalam 
perjanjian investasi;

g. mengusulkan perubahan perjanjian 
investasi;

h. melakukan tindakan untuk dan atas 
nama pemerintah daerah apabila 
terjadi sengketa atau perselisihan 
dalam pelaksanaan perjanjian inves-
tasi;dan

i. melaksanakan investasi dan divestasi 
pemerintah daerah.27

Kewenangan dan tanggung jawab 
supervisi yang dimiliki kepala daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (2) huruf c, meliputi:
a. melakukan monitoring pelaksanaan 

investasi pemerintah daerah yang 
terkait dengan dukungan pemerin-
tah daerah;

b. melakukan evaluasi secara berkesi-
nambungan pelaksanaan investasi 
pemerintah daerah dalam jangka 
waktu tertentu; dan

c. melakukan koordinasi pelaksana-
27 Ibid.

an investasi dengan instansi terkait 
khususnya sehubungan dengan 
investasi langsung.28

Oleh karena itu, gagasan untuk 
melakukan upaya-upaya yang bertu-
juan meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah melalui kegiatan investasi atau 
penanaman modal, dapat dilakukan 
sendiri maupun dalam bentuk kerjasa-
ma dengan pihak penanam modal la-
innya. Dalam hubungan ini peningkat-
an investasi oleh Pemerintah Daerah 
merupakan salah satu alternatif upaya 
yang memberikan harapan. Hal ini di-
sebabkan terbukanya peluang-peluang 
yang dapat dimanfaatkan yaitu dalam 
proses perijinan dengan telah dikeluar-
kan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2007 tentang Penanaman Modal. Hal 
ini menjadi sangat strategis apabila 
dikaitkan dengan adanya kebutuhan 
yang mendesak untuk meningkatkan 
arus modal langsung dan pengaruhnya 
terhadap aspek neraca pembayaran.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Sejalan dengan kewenangan 
Daerah berdasarkan kebijakan Oto-
nomi Daerah, Pemerintah Daerah 
juga berkewajiban untuk membina 
dan mengembangkan dunia usaha 
Daerah sebagai pilar pertumbuhan 
perekonomian di Daerah. Untuk itu, 
langkah utama yang harus dilakukan 
adalah pemberdayaan investasi daerah. 
Pemberdayaan investasi Daerah adalah 
suatu upaya yang harus dilakukan 
secara sistematis untuk mendorong 
peningkatan investasi di Daerah. 

Investasi dunia usaha di daerah 
sebenarnya diharapkan dapat memacu 
pertumbuhan perekonomian daerah 
sekaligus pemerataan pendapatan 
masyarakat. Dengan banyak investasi 

28 Ibid.
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dunia usaha di daerah maka diharap-
kan semakin bertambahnya lapangan 
kerja yang dapat menampung angkat-
an kerja. Hal ini juga akan membawa 
dampak terhadap penurunan angka 
urbanisasi. 

Peningkatan investasi daerah akan 
dapat terwujud jika di daerah terdapat 
potensi yang dapat “dijual” kepada 
para investor, baik itu berupa potensi 
sumber daya alam maupun potensi 
sumber daya manusia. Selanjutnya, 
hal yang sangat penting lagi adalah 
kemampuan daerah menjual potensi 
yang dimilikinya tersebut. Kemam-
puan daerah untuk menjual tersebut 
harus didukung oleh terciptanya iklim 
yang kondusif dan mendukung inves-
tasi di daerah seperti adanya jaminan 
keamanan dan kepastian hukum bagi 
investasi di daerah. Pemerintah Dae-
rah hendaknya juga mampu melahir-
kan regulasi yang dapat memacu per-
tumbuhan perekonomian yang mampu 
merebut investor PMA dan PMDN 
sekaligus memberdayakan investor lo-
kal. Keberhasilan Pemerintah Daerah 
mengelola faktor-faktor tersebut akan 

dapat mendorong peningkatan daya 
saing daerah dalam merebut investor.

Dari uraian di muka, penulis 
memberikan saran-saran sebagai ber-
ikut :

Pemerintah Daerah mempu-
nyai wewenang dalam memberikan 
pelayanan administrasi penanaman 
modal sebagaimana disebutkan dalam 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 Pasal 14 ayat (1) huruf n. Adapun 
bentuk-bentuk kewenangan Pemerin-
tah Daerah dalam memberikan pela-
yanan administrasi penanaman modal, 
diantaranya yaitu:

a. Regulasi, yaitu  pembuatan Pera-
turan Daerah tentang Penanaman 
Modal/Investasi.

b. Legalisasi, yaitu pemberian Ijin ten-
tang Penanaman Modal/Investasi.

c. Pengawasan/Control terhadap 
pelaksanaan Penanaman Modal/
Investasi

d. Pemberian Sanksi/Penghargaan ter-
hadap Badan Usaha/Investor. []
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